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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut rnengenais 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa bcrdasa.rkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Kolaka Timur. 

'.\llcngingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Unclang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2013 tentang Pernbentukan 
Kabupatcn Kolaka Timur di Provins: Sulawesi Tenggara 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5401); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 54941; 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tanun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
20 I 5 ten tang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pcmerintahan Oaerah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
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3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sckretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Kolaka Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten 

Kolaka Timur. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sclanjutnya disingkat 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertcntu; 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
dilingkungan Dinas Pangan Kabupaten Kolaka Timur; 

Dalam Pcraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Daerah Kabupatcn Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupat_en t 

Kolaka Timur. 

Pasal l 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPAT! TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN · 
ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PANGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

5. Pcraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nornor 114). 

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No111u1 
43/PermentanjOT.010/8/2016 tentang Pedomau 
Nornenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan 
Din as Urusan Pertanian Dae rah Provinsi dan 
Kabu paten/ Kota; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 l 1'ah~n 
2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat ~ac::rah 
Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21). 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan 
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(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin uleh kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kcdudukan Organisasi 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANlSASI 

Pasal 5 

( 1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A. 

(2/ Pcnentuan tipc Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intcnsitas penyelenggaraan 
uru san pemerintahan bidang pangan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan 
pcmerintahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Pcrangkat Daerah 

Nornenklatur perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
perncrintahan oidang pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, adaJah Dinas Pangan. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nornenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
bidang pangan diwadahi dalarn bentuk dinas. 

PasaJ 4 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 
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( 1) Susunan organisasi Dinas, tcrdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat: 
c. Bidang Keterscdiaan dan Kerawanan Pangan; 
d. Bidang Distribusi clan Cadangan Pangan; 
e. Bidang Konsumsi clan Penganekaragaman Pangan; 
f. Bidang Keamanan Pangan; 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 8 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan dacrah di bidang ketersediaan 

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan 
pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan 
pangan; 

b. pelaksanaan kcbiiakan daerah di bidang ketersediaan 
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan 
pangan, penganekaragaman konsumsi dan kearnanan 
pangan; 

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di 
bidang kctcrsediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi 
pangan, cadangan pangan, penganckaragaman konsumsi 
dan keamanan pangan; 

d. peningkatan kualitas sumbcr daya manusia di bidang 
ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribust 
pangan, cadangan pangan, penganckaragaman konsumsi 
clan keamanan pangan; 

e. pcmantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 
penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, 
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 
penganekaragaman konsurnsi dan kcamanan pangan; 

f. pelaksaanaan adrninistrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan · 
g. pelaksanaan Iungsi lain yang cliberikan oleh Bupati sesuai 

dcngan fungsi Dinas. 

Pasal 7 

Dinas mempunyai tuga.s membantu bupati rnelaksanakan 
urusan pernertntahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
tugas pembanruan di bidang pangan. 
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( l) Sckrctariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Pcrcncanaan dan Evaluasi; 
b. Sub Bagian Keuangan clan Aset; 
a. Sub Bagian Umum. 

(2j Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin 
o\eh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bcrtanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat ( 1), Sckretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran : di 

bidang di bidang ketahanan pangan; 
b. pembinaan clan pernberian dukunga.n adrninistrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah 
tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan 
dokumcntasi; 

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata Iaksana; 
d. koordinasi clan penyusunan peraturan perundang 

undangan; 
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan daerah; 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

scsuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian 
pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi di lingkungan Dinas. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Sekreta.ris yang berada di bawah ; clan 
bertanggungjawab kepada KepaJa Dinas. 

Pasal lO 

Bagian Kedua 
Sckretariat 

tu gas memimpin dan 
pcnyelcnggaraan urusan 

Ke pa.la Din as rnernpunyai 
mengoordinasikan pelaksanaan 
pcrnerintahan bidang pangan. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB JV 
TUGAS DAN F'UNGSI 
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Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 14 ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
mempunyai fungsi: 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan 

pangan, penycdiaan infrastruktur pangan dan sumber daya 
pendukung ketahanan panga.n lainnya serta penanganan 
kerawanan pangan; 

b, penyiapan penyusunan bahan rurnusan kcbijakan daerah 
di bidang kcterscdiaan pangan, penyediaan infrastruktur 
pangan dan sumber daya pcndukung ketahanan pangan 
lainnya serta penanganan kerawanan pangan; 

c. pcnyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan 
pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya 
pcndukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan 
kerawanan pangan: 

Pasal 15 

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

~ kebijakan, pembcrian pendampingan serta pemantauan ctan1 
evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. ! ~ 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipirnpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawan 
kepada Kcpala Dinas, 

,; . 

Bagian Ketiga 
Bidang Kerersediaan dan Kerawanan Pangan 

( l) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 
rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 
Din as . .... (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai : tugas 
melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan 
barang milik negara dan daerah. 

(3) Sub Bagian Urnurn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1:2 
ayat (1) huruf c, mernpunyai tugas melaksanakan evaluasi 
dan penyusunan organisasi, tatalaksana dan reformasi 
birokrasi, urusan Jcepegawatan, penyusunan rancangan 
peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan 
hubungan masyarakat dan informasi publik serta urus~ 
tata usaha. 

. ,· 

Pasal 13 

Pasal 14 
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(1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat ( l) huruf a, mempunyai tugas rnelaksanakan 
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pclaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian 
pendampingan, pemant.auan dan evaluasi di bidang 
peningkatan ketersediaan pangan, 

(2) Scksi Sumber Daya Pangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat ( J) huruf b, mempunyai tu gas melaksanakan 
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pcmantapan serta pernberian 
pcndampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang 
penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan. 

(3) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan 
pcnyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pernantapan serta pernberian ~ 
pendampingan, pernantauan dan evaluasi di .bidang • 

. ' penanganan kerawanan pangan. 

Pasal 17 

( 1.) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas : 
a. Seksi Ketersediaan Pangan; 
b. Seksi Sumberdaya Pangan; 
c. Scksi Kerawanan Pangan. 

(2) Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin olen 
KepaJa Scksi yang berada di bawah dan bertanggungjwab 
kepada Kepala Bidang Ketcrsediaan dan Kerawanan 
Pangan. 

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang 
ketersedlaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan d 
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta 

·~ . . ........... penanganan kerawanan pangan; 
e. penyiapan pemantapan program di bidang keteu;ediaah\.," 

pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber day~ 
pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan 
kerawanan pangan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur 
pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan 
lainnya serta penanganan kerawanan pangan; 

g. pelaksanaan tugas lain yar1g diberikan oleh Kepala Dinas 
scsuai dengan tugas dan fungsinya. 

. 7 - 
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( 1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas : 
a. Seksi Distribusi Pangan; 
b. Seksi Harga Pangan; 
c. Seksi Cadangan Pangan. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dipimpin oleh 
KcpaJa Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Distribusi clan Cadangan Pangan. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana 
Pasal 18 ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 
rnempunyai fungsi : 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi 

pangan, harga pangan dan cadangan pangan; 
b. penyiapan penyusunan bahan rurnusan kebijakan daerah, 

di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan. 
pangan; 

c. pcnyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi 
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan: 

ct. pcmberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang 
distribusi pangan, harga pa.ngan dan cada.ngan pangan; . 

e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi 
pangan, harga pangan dan cadangan pangan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi clan pelaporan kegiat~ _ 
di bidang distribusi pangan, harga pa.ngan dan cadangan 
pangan; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 

( 1) Biclang Distribusi dan Caclangan Pangan mempunyai tugas 
mclaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pcmberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi 
di bidang distribusi dan cadangan pengan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kcpala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

.. - 

Bagian Keempat 
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 
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Pasal 23 

Dalam melaJ<sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1), Bidang Konsumsi dan Penganekaragarnan 
Pangan rnempunyai fungsi : 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi 

pangan, prornosi penganekaragaman konsumsi pangan dan 
pcngcmbangan pangan lokal; 

b. penylapan penyusunan bahan rurnusan kebijakan daerah 
di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman 
konsurnsi pangan dan pengembangan pangan lokal; 

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi 
pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pa.ngan dan 
pengembangan pangan lokal; 

(1) Bidang Konsurnsi dan Penganekaragaman 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi • d~ 
penganekaragaman pangan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 

Pasal 22 

{I) Seksi Distnbusi Pangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
20 ayat (1) huruf a, mernpunyai tugas melaksanakan 
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian 
pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang 
distribusi pangan. 

(2) Seksi Harga Pangan scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 
ayat (1) huruf b, mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan . 
koordinasi, pcngkajian, penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, 
pemantauan dan evaluasi di bidang harga pangan. 

(3J Scksi Cadangan Pangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (!) huruf c, mempunyai tugas rnelaksanakan 
penyiapan koorclinasi, pengkajian, penyusunan dan 

' pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pernberian, 
pendampingan, pemantauan dan evaluasi di : bidang 
cadangan pangan. 

,·' 
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( 1) Scksi Konsumsi Pangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
24 ayat (1) huruf a, rnernpunyai tugas melaksanakan 
pcnyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan 
pelaksanaan kcbijakan, pcrnantapan serta pemberian 
pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang 
konsurnsi pangan. 

( l) Seksi Prornosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan pcnyiapan koordinasi, 
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemantapan serta pemberian pcndarnpingan, pemantauan 
dan evaluasi di bidang promosi penganekaragaman 
konsurnsi pangan. 

(1) Seksi Pengernbangan Pangan Lokal sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, 
pcnyusunan clan pclaksanaan kebijakan, pemantapan serta 
pernberian pcndampingan, pcrnantauan clan evaluasi di 
bidang pcngembangan pangan lokal. 

(1) Bidang Konsumsi dan Pcnganekaragaman Pangan terdiri 
atas: 
a. Seksi Konsumsi Pangan; 
b. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 
c. Seksi Pengembangan Pangan lokal. 

(2) Seksi scbagaimana dimaksud pad a ayat ( l ), dipimpin oleh . ., 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Konsurnsi dan Penganckaragaman ~~. t 

Pasal 25 

Pasal 24 

d. pemberian pendarnpingan pelaksanaan kegiatan di bidang 
konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi 
pangan dan pengcmbangan pangan lokal: 

e. penyiapan pernantapan program di bidang kvnsun:~ 
pangan, prornosi penganekaragarnan konsumsi pangan dan 
pengernbangan pangan lokal; · 

f. pelaksanaan pernantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman 
konsumsi pangan dan pengernbangan pangan lokal; 

g. pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh Kepala Dlnas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

., 
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( 1) Bi dang Keamanan Pangan terdiri atas : 
a. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan; 
b. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; 
c. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat ( 1), Bidang Keamanan Pangan mempunyai 
fungsi : 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan 

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja 
sama dan inforrnasi keamanan pangan; 

b. penyiapan pcnyusunan bahan rumusan kebijakan daerah 
di bidang kelernbagaan keamanan pangan, pcngawasan 
kcamanan pangan, kerja sama dan informasi kearnanan 
pangan; 

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan 
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja 
sama dan inforrnasi keamanan pangan; 

d. pemberian pcndampingan pelaksanaan kegiatan di bidang 
kelernbagaan keamanan pangan, pengawasan kearnanan 
pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan; 

e. penyiapan pernantapan program cli bidang kelembagaan 
keamanan pangan, pengawasan kcamanan pangan, kerja 
sama dan informasi keamanan pangan; 

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
di bidang kelernbagaan keamanan pangan, pengawasan; 
keamanan pangan, kerja sarna dan informasi keamanan, 
pangan; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dirrast ~ 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 27 

[ 1) Bidang Keamanan Pangan mernpunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian 
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang 
kearnanan pangan. • l 

(2) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal26 

Bagian Keenam 
Bidang Keamanan Pangan 

- 11 - 

I 
1 · 



( 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur _ pelaksana 
- -·. Teknis Dinas secara operasional di lapangan. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawan dan 
bertanggungjawab kepada Kcpala Dinas. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata_Usaha 
dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Din as. 

(4) Kctentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi .! 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur I 
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara 
sctelah dikonsultasikan secara tcrtulis kepada Menteri 
Dalam Negeri. 

Pasal 30 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

( l) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 28 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas 
rnelaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta 
pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di 
bidang kelembagaan keamanan pangan. 

(2) Scksi Pengawasan Keamanan Pangan sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 28 ayat (1) huruf b, mcmpunyai 
tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkaiian, 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta 
pernberian pendampingan, pemantauan dan evaluas.! ; df 
bidang pengawasan keamanan pangan. 

(3) Seksi Kerj~.sama dan Informasi Keamanan Pangan 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, 
pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakait,' 
pcmantapan serta pcmberian pendampingan, pernantauan, 
dan evaluasi di bidang kerjasama dan informasi keamanan 
pangan. 

.-- 
Pasal 29 

(2) Seksi sebagaimana dimaksuct pada ayat (1), dipimpm oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kcpala Bidang Kearnanan Pangan. 

- 12 - 
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•• 

( l) Dalam mclaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
clan kelornpok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi clan sinkronisasi baik dalam 
Jingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
instansi lain cliluar Pcmerintah Dacrah scsuai dengan tugas 
masing-masing. . 

(2) Dalam rnelaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretans 
clan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
oreanisasi Iainnya sesuai dengan tugas pokok rnasing- b 

masing. 

Pasal34 

BABV 
Tl\T1\ KERJA 

( 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ~imaksud 
dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara; 
dalam jenjang jabatan fungsional yang tcrbagi · dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud paaa 
ayat ( 1 ), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalarn melaksanakan .. 
tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (I), clitentukan berdasarkan kcbutuhan dan beban 
kcrja. 

(4) Jenis .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l), diatur se suai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal33 

Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan, 
sebagian tugas teknis dinas scsuai bidang keahliannya. 

Pasal 32 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

. ,. 

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, UPTD y<1.ug 
tcrbentuk dengan Peraturan Bupati tentang Susurian 
Organisasi dan Tata Kerja sebclurn Peraturan Bupati ini., di 
undangkan, tetap melaksanakan tugasnya sarnpai dengan 
Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Serta 
Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan . 

Pasal 31 
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( 1) Dalam ha! Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris 
mclakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 41 

Dalam melaksanakan tugas. Kepala Dinas dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib rnengadakan rapat 
berkala. 

Pasal 40 

Dalam menyampaikan laporan, ternbusan wajib disampaika.n 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mernpunyai hubungan kerja, 

Pasal39 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk tcknis kepada bawahannya. 

I 

I 

PasaJ 38 

- Sekrctaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala seks; 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugj~\yab 
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 37 

Kepala Dinas, mcmimpin dan mengoordinasikan ln .. wah.:t.11nya 
masing-rnasing dan mernberikan bimbingan serta petunjulc, 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 36 

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
rnasing-masing dan bila terjadi penyimpanga.n agar mengambil 
langkah-langkah yang dipcrlukan sesuai ketentuan perundangg 
undangan yang berlaku. i. - - 

Pasal 35 
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Dengan berlakunya peraturan mi, maka peraturan Bupati 
Kolaka Timur Nomor 58 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Tugas, 
Pokok dan Fungsi Sadan Ketahanan Pangan Kaoupaten Kolaka 
Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan 
ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 44 

BAB VH 
KETENTUAN PENUTUP 

j 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalarn 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedornan pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. · · 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usu! Sekretaris Daerah. 

(3) Kcpala Dinas merupakan jabaran eselon lib atau jabatan 
pirnpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris lingkup Din as merupakan jabatan eselon llla 
atau jabatan administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas mcrupakan jabatan eselon lllb 
a tau jabatan administrator. 

(61 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Jingkup Dinas 
merupakan jabatan eselon !Va atau jabatan pengawas. 

(7) Pcjabat eselon lJI dan IV dilingkungan Dinas diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Daerah. 

(8} Forrnasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan · 
dengan Peraturan Bupati, scsuai pedornan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 

DAI3 VI 
KEPANGK....\TAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM ,JABATAN 

Atas dasar pertirnbangan daya guna dan hasil guna masing- f 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat f 

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada, 
pejabat dibawahnya scsuai denga.n ketcntuan yang berlaku. 

Pasal 42 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai peiaksana 
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang 
rnernbidangi tugas instansi terscbut untuk mewakili Kepala 
Dinas. 

Pasal 43 
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SURYA HATTA AMRAN. SH .• LLM 
Pembina, Go!. IV /a 

19800317 200003 J 00 l 

Saiinan sesuai dengan aslinya 
KEP LA BAGIAN HUKUM, _, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 56 

TONY IIERBIANSY AH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desember 2016 

Pasal 45 

SAMSUL BAHRI MADJID 

ttd 

Pih. SEKRETARIS DAERAH 
KJ\BUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Desember 2016 
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Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar supaya senap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalarn Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
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